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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya hambatan dalam pemanggilan para pihak
yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dilakukan oleh Pos yang
menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga para pihak yang berperkara.
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu proses pemanggilan para pihak
yang berperkara dan kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Lubuklinggau di
bagian keperdataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan kasus, serta merupakan penelitian
empiris dengan melakukan penelitian meliputi dari mengikuti rapat secara langsung
penelitian ini, melalui wawancara secara langsung terhadap Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau, Pos, Hakim, Jurusita, dan Keperdataan. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam
pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki
hambatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi pihak pengadilan dan juga pihak
yang berperkara, serta dalam proses pemanggilan para pihak tidak sesuai dengan
aturan HIR tentang pemanggilan para pihak dalam hal ini juga perlu adanya solusi
dari pihak Pengadilan agar pemanggilan para pihak ini berjalan sesuai aturan HIR dan
juga tidak menyebabkan kerugian bagi pihak Pengadilan dan juga pihak yang
berperkara.

Kata Kunci : Berperkara, Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak, Pengadilan
Negeri Lubuklinggau

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
197002071996032002 NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang menyelenggarakan sistem
peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk sistem dari
sistem Peradilan pada dilaksanakan di Pengadilan yaitu sebuah forum publik yang
resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk
menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh,
administratif maupun criminal. semua orang mempunyai hak yang sama dalam
membawa perkaranya ke Pengadilan baik dalam melerai perselisihan hingga untuk
meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.*

Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang tengah diadilinya oleh lembaga
pengadilan, kewenangan mengadili yang muncul pada lingkungan peradilan tersebut
pada umumnya telah memiliki batasan yang sudah digariskan oleh Undang-Undang,
terutama tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan yang satu dengan lembaga Pengadilan yang lain.

Sekiranya sebisa mungkin dihindarkan agar masyarakat pencari keadilan benar-
benar memperoleh kepastian hukum dari semua putusan yang sudah diciptakan oleh

hakim selaku wakil tuhan berlandaskan yurisdiksi kekuasaan kehakiman yang

! Pengadilan Negeri Pariaman. Tanpa Tahun. Layanan Hukum Tentang Pengadilan:
<https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html> Diakses 5 September 2023
pada pukul 11.15WIB)



digariskan oleh Undang-Undang kepadanya. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang
Undang Dasar Rl Tahun 1945 menentukan Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum.?

Dalam hal ini juga terdapat persidangan secara elektronik. Persidangan Secara
Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban,
replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan
dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan
menggunakan sistem elektronik dan juga didukung dengan teknologi yang berlaku di
masing-masing lingkungan peradilan.® Persidangan secara elektronik diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengatur tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini
secara resmi mulai diundangkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 10
Oktober 2022. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini ditetapkan
dengan pertimbangan yaitu:

a.  Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat,

2 Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

% Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-
Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik”. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah
Universitas padjadjaran Bandung. Universitas Padjadjaran. Bandung Vol.2, No.2, 2020, him. 61



dan biaya ringan hingga butuh dilaksanakan pembaruan administrasi serta

persidangan dalam menghadapi kendala dan hambatan pada penyelenggaraan

peradilan. Biaya ringan hingga perlu dilaksanakan pembaruan administrasi dan
persidangan untuk mengatasi kendala dan hambatan pada penyelenggaraan
peradilan.

b. Bahwa sesudah melaksanakan evaluasi dari penyelenggaraan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan secara Elektronik masih ada kendala yang butuh disempurnakan.

c. Bahwa berlandaskan pertimbangan seperti yang dimaksud pada huruf a dan
huruf b, butuh penetapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan secara Elektronik.*

Menurut PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tentu ini merupakan pengaplikasian
dari adanya peraturan PERPRES Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu. Fungsi atas terbitnya PERMA ini sendiri agar
menjadikan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ada beberapa
poin perubahan pasal pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang
sebelumnya, diantarannya adalah layanan administrasi perkara secara elektronik

dapat digunakan selain penggguna terdaftar, dan juga dapat digunakan oleh pengguna

* Peraturan Pedia.ld. Tanpa Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
https://peraturanpedia.id/peraturan-mahkamah-agung-nomor-7-tahun-2022/ Diakses 5 September
2023pada pukul 13.00 WIB)



yang lain. Dalam perkara perdata semua hal hal yang berkaitan dengan hukum acara
telah diatur dalam HIR dan KUHPER. Mulai dari gugatan, pemanggilan, sampai
dengan pemberitahuan putusan. Dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut tentunya
terdapat peruabahan salah satunya yakni pemanggilan para pihak yang berperkara.
Menurut data perkara perdata yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di
Pengadilan Negeri LubukLinggau yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara Perdata di Pengadilan Negeri LubukLinggau
Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

TAHUN 2019
JUMLAH PERKARA
No GUGATAN
GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN
1 35 15 80

TAHUN 2020
JUMLAH PERKARA
No GUGATAN
GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN
1 35 28 47

TAHUN 2021
JUMLAH PERKARA
No GUGATAN
GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN
1 52 42 66

TAHUN 2022
JUMLAH PERKARA
No GUGATAN
GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN

1 52 o7 77

TAHUN 2023
No JUMLAH PERKARA




GUGATAN
GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN
1 46 29 66

Sumber: PTSP dan SIPP Bagian Perdata Pengadilan Negeri LubukLinggau

Berdasarkan data perkara perdata yang masuk di atas pada sidang secara
Elektronik dari tahun 2019 sampai 2023 di Pengadilan Negeri LubukLinggau terlihat
peningkatan dan penurunan dalam perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri
LubukLinggau, hal ini dikarenakan juga adanya perubahan dalam pelaksanaan
pemanggilan para pihak.

Pemanggilan para pihak adalah sebuah tahap dalam memanggil serta mengajak
dengan nama atau hal lain terhadap individu maupun kelompok agar menghadiri atau
datang serta menghadap ke pihak yang memanggil. Tujuan adanya pemanggilan ini
yaitu untuk memberi pesan atau informasi terhadap seseorang supaya orang tersebut
mengetahui tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan oleh pihak lawan hingga
suatu perbuatan yang akan dilaksanakan oleh pengadilan.”

Pada awalnya surat pemanggilan para pihak khususnya di Pengadilan Negeri
Lubuklinggau yang berperkara ini dilakukan oleh Juru Sita dan surat pemanggilan
tersebut dikirimkan langsung ke para pihak yang bersangkutan, syarat patut dan sah
nya juga sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yaitu HIR, terdapat beberapa

pasal yang mengatur tentang pemanggilan para pihak ini antara lain sebagai berikut:

® Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori
dan Praktek, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, him. 22.



1.  Pasal 122 HIR tentang menggirimkan surat tepat waktu yang sudah ditentukan
dan juga syarat dan patut nya merupakan waktu antara diterimanya panggilan
dengan hari diselenggarakan persidangan yaitu paling lama 3 (tiga) hari;

2. Pasal 390 ayat 1 HIR tentang surat panggilan wajib diberikan kepada orang
yang berkaitan di tempat tinggalnya atau tempat diamnya dan apabila tidak
dijumpai disitu, diserahkan ke kepala desa atau lurah yang diharuskan dengan
segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri;

3. SEMA Nomor 9 tahun 1964 tentang putusan verstek;

Semenjak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 banyak
perubahan yang terjadi seperti surat pemanggilan para pihak yang berperkara
dikirimkan melalui pos, proses administrasi semakin mudah dan juga cepat, biaya
ringan, Persidangan dilakukan secara Elektronik. Penyelenggaraan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut dibuat agar proses dalam
melakukan administrasi ini cepat, di tambah lagi adanya elektronik ini dapat
mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan proses administrasi. Menurut data
perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri LubukLinggau dari tahun 2019
sampai dengan 2023.

Berdasarkan observasi peninjauan langsung yang peneliti lakukan di
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun2022 ini tidak memiliki permasalahan seperti, menggirimkan surat
tepat waktu yang sudah ditentukan dan juga syarat dan patutnya adalah waktu antara

diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang



dari 3 (tiga) hari (Pasal 122 HIR),® surat pemanggilan tersebut diantarkan oleh juru
sita langsung dan diberikan kepada para pihak yang bersangkutan, tidak adanya
permasalahan administrasi surat pemanggilan oleh para pihak perdata.

Pada saat di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
adanya permasalahan yaitu, Pengiriman yang dilakukan oleh pihak pos dalam surat
pemanggilan yang berperkara melewati 3 hari kerja atau melewati dari waktu yang
ditentukan, adanya surat pemanggilan tersebut terkadangtidak sampai ke para pihak
yang bersangkutan dan membuat para pihak perdata membuatsurat pemanggilan
kembali, format yang sudah dibuat oleh pihak pengadilan berubah saatsurat tersebut
berada di pos, dan juga syarat patut dan sahnya tidak sesuai dengan HIR. Hal ini
menimbulkan permasalahan serta merugikan para pihak pengadilan dan para pihak
yang bersangkutan, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara
dengan alasan surat pemanggilan ini tidak diterima langsung oleh pihak yang
berperkara dan dalam hukum acara persidangan juga dianggap tidak sah karena tidak
sesuai dengan aturan HIR.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan dideskribsikan di atas dan
mengingat pentingnya bagaimana permasalahan studi pelaksanaan pemanggilan para
pihak serta solusi yang akan dilakukan oleh pihak pengadilan agar syarat dan patut

suatu persidangan ini tidak bertentangan dengan HIR tentang pemanggilan para

® Ridwan Mansyur Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. (2023, Juli). Ketentuan Panggilan
Melalui Surat Tercatat Oleh Ketua MA  Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum
Acara:  <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-
melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum- acara



pihak. Berdasarkan penguraian di atas maka penulis membahasnya secara ilmiah
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PELAKSANAAN PEMANGGILAN PARA
PIHAK YANG BERPERKARA DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SECARA

ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.  Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam sidang
pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemanggilan para pihak yang
berperkara dalam sidang pemeriksaan secara elektronik dengan adanya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan
aturan HIR.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri

Lubuklinggau.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini
terdiri dari manfaat yang bersifat teoretis dan praktis, adalah sebagai berikut:
1.  Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat terhadap para
akademisi Fakultas Hukum, terkhususnya pada bagian Hukum Perdata mengenai
Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkara Dalam Sidang Pemeriksaan
Secara Elektronik.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan dalam membantu serta

memberikan informasi terhadap pihak yang berkaitan, contohnya:

a. Terhadap Masyarakat. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa
membuka pemikiran masyarakat dan juga bahan pembelajaran dalam
pemanggilan agar menaati peraturan yang ada.

b.  Terhadap Peraturan Pemerintah. Manfaat dari penelitian ini bisa menjadi
rujukan terhadap Pemerintah untuk membuat suatu aturan dan juga
pelaksanaan aturan itu sendiri dalam pemanggilan para pihak yang
berperkara sehingga dapat berkembang dan terarah.

c.  Terhadap Penulis. Manfaat bagi penulis sendiri yakni dapat memberikan
rujukan serta ilmu yang baru kepada penulis tentang pemanggilan para

pihak yang berperkara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
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Tahun 2022 terhadap HIR pada perkaraperdata beserta keefektivitasannya

dalam studi pelaksanaanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian adalah bagian dari penelitian yang terdiri dari
batasan mengenai penelitian, terutama dalam permasalahan dan membatasi lingkup
kajian atas penelitian.” Ruang lingkup mengenai penelitian ini dibatasi oleh penulis
dengan hanya mengkaji tentang pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara
yang tidak relevan dengan aturan HIR dan faktor penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan identifikasi berbagai teori yang ditetapkan selaku
landasan berfikir dalam menyelenggarakan suatu penelitian atau dengan kata lain
dalam menjabarkan kerangka referensi atau teori yang dipergunakan dalam meneliti
permasalahan. Mengenai hal tersebut, Jujun S. Soerya Sumantri menjabarkan: “Pada
hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah
sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban

yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai

" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2010), him. 111.
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alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”®

Dalam penelitian ini berdasarkan
hasil teori sebagai berikut:
1.  Teori Efektivitas Hukum

Berkaitan mengenai efektivitas hukum artinya membicarakan daya kerja hukum
itu saat mengatur dan atau memaksa masyarakat dalam menaati hukum. Hukum bisa
efektif apabila berbagai faktor yang mempengaruhi hukum tersebut bisa berfungsi
dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan
efektif jika masyarakat berperilaku sejalan dengan yang diinginkan atau dikehendaki
oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut menggapai tujuan yang diinginkan,
maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah digapai.
Pada kamus hukum, Efektivitas merupakan hasil guna, penunjang tujuan, tepat
kegunaannya.’

Menurut Lawrence M. Friedman pada penjelasaanya teori tersebut berfokus di
beberapa aspek pada keberhasilannya penegak hukum.'® Teori efektivitas hukum
berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto yaitu apabila efektif maupun tidaknya suatu

hukum didasarkan oleh 5 (lima) faktor, yakni:**

- Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

 Jujun S.Soeryasumantri. Filsafat llmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar
Harapan,1978, him. 316.

% M.Firdaus Sholihin, Wiwi Yulianingsih, Teori Hukum Kontemporer, (Jakarta: Sinar
Grafika,2016),him. 42.

10 | awrence M. Friedman, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa
Media,2011) him.10.

1 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.PT.Raja
Grafindo Persada. 2008. HIm. 8.
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- Faktor penegak hukum, yaitu berbagai pihak yang menciptakan hingga
menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegak hukum.
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut ditetapkan atau
diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yaitu selaku hasil karya, cipta dan rasa yang dilandaskan
pada karsa manusia pada pergaulan hidup.
2.  Teori Bekerjanya Hukum
Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman.
Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh
kekuatan- kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga
pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh
hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori
ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun
kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa.
Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami
dinamika.'? Dalam teori bekerjanya hukum ini sangat penting karena, seperti para
aparat penegak hukum dan pembuat hukum pasti memikirkan apakah peraturan yang
sudah dibuat dan aturan lainnya efektif atau tidak efektif dalam bekerjannya hukum,

karena efektif dan tidaknya sangat berkaitan dengan bekerjannya hukum ini.

12 william J.Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. Law, Order, and Power, Reading, Mess
Addison, Wesly
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Hubungan teori bekerjanya hukum dengan penelitian ini sangat berkaitan
dengan seberapa efektif bekerjannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2022 terhadap HIR dalam studi pelaksanaan pemanggilan para pihak yang
berperkara. Hal tersebut diperlukan agar bisa melakukan penilaian bagaimana
efektifitas mengenai bekerjanya hukum, dan juga jika ada yang bertentangan dalam
peraturan dengan aturan yang ada tersebut bisa terlihat dan juga bisa dinilai apa faktor
yang mempengaruhinya, bagaimanasistem bekerjanya peraturan tersebut dan juga
solusi yang diberikan ketika adanya studi pelaksanaan dalam pemanggilan para pihak
ini.

3. Teori Penerapan dan Pelaksanaan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum
adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa
penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan
oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.*®
Kajian secara sistematis terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum dikatakan
efektif yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukum, faktor masyarakat,

faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum ini sesuali

3 Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip Prinsip Good
Goverance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanca Kota Manado, Jurnal Eksklusif Universitas
Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kalimantan Tengah Vol 1
No 1, 2017, him.
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dengan aturan yang ada.'* Penulis menggunakan Teori Penerapan dan Pelaksaan

Hukum ini karena berkaitan dengan penerapan dan juga pelaksanaan dari penelitia

ini. Dalam penerapan hukum pastiberbicara juga mengenai pelaksaan hukum itu

sendiri yang dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penulis menggunakan

Teori Penerapan dan Pelaksaan Hukum ini karena berkaitan dengan penerapan dan

juga pelaksanaan dari penelitia ini. Dalam penerapan hukum pastiberbicara juga

mengenai pelaksaan hukum itu sendiri yang dimana hukum diciptakan untuk
dilaksanakan.

Jika penerapan seperti, peraturan atau aturan yang sudah ada tidak dilaksanakan
berarti hukum itu tidak berjalan dan tidak adanya pedoman atau petunjuk bahkan
perlindungan bagi bangsa dan negara tersebut. Penerapan hukum memiliki beberapa
wujud, yakni:

a.  Sejalan dengan Undang-Undang/Peraturan tentang wujud penerapan hukum
dalam hal ini “sesuai dengan undang- undang/peraturan” adalah teori
positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang
pengaplikasiannya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin apabila
semua individu bisa mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang bisa
dilaksanakan dan apa saja perbuatannya yang tidak bisa dilaksanakan. Bahkan
negara pun selanjutnya akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sejalan

dengan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan pada melaksanakan keadila

¥ Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. VVol.8 No 3, 2008, him 1
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nmenurut ketentuan negara, begitu juga dengan penerapan hukum berdasarkan
segala ketentuannya dan segala peraturannya yang ada yang sudah diciptakan
wajib duterapkan sejalan dengan semua hal yang sudah ditetapkan.™
b. Tidak sejalan dengan Undang-Undang/Peraturan dengan wujud penerapan
hukum “tidak sesuai dengan Undang- Undang/Peraturan” adalah teori hukum
progresif oleh Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum tidak bisa bekerja
sendiri, hukum memerlukan institusi atau manusia dalam menggerakannya.®
Penulis menggunakan teori penerapan dan pelaksanaan hukum ini karena
sejalandengan peneliti yang dilakukan yaitu menganalisis penerapan dan pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tehadap HIR dalam studi
pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara, dan kendala yang ada dalam
studi pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara. Teori ini sanagt
dibutuhkan agar penerapan dan pelaksanaan di penelitian ini sesuai dengan aturan

yang ada.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti
dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi

pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran

> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1
Rekapan Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal lImu Hukum Vol 1 No 11, 2022, him
1134

16 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum progresif, Jakarta : PT. Kompas, 2006, him. 6



16

rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang
harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data
tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Manfaat Metode penelitian
adalah untuk memudahkanpeneliti dalam membuat strategi, menetapkan proses dan
teknikyang akan digunakan dalam upaya pengumpulan data dan melakukan analisis.’
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan hukum empiris atau yang
dikenal dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris
berlandaskan terhadap data yang ada di lapangan serta berupa fakta maupun
peraturan hukum yang sesuai.*® Jenis penelitian ini juga sebagai alat kebutuhan
dalam pembuktian hipotesis.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
sosiologi hukum.
a.  Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami
sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-
undangan dan asas-asas dalam penelitian peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2022. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan

17 H
Ibid.
18 ). Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), him
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dengan menelaah semua peraturan Perundang- undangan dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*
b.  Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mempunyai fokus
pembahasan secara menelisik serta mencerna fenomena kasus tentang
pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan
secara elektronik di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada waktu serta
kegiatan yang sama dan mencari informasi dengan kolektif yang detail serta
mendalam dengan menggunakan proses menyatukan data hingga pada waktu
tertentu.

c.  Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-
induktif, dan tidak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini kian
berkembang dan bermanfaat dalam menganalisis serta menentukan apakah
hukum berfungsi dengan baik dalam seluruh sistem hukum, terutama bagian

struktural

Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum mencakup kenyataan
sosial dan dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai
suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan. Bagaimana

hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem

9 Muhaimin, Metode Penelitia Hukum, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020),
him. 56.

% Umar Sholahudin. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”.
Jurnal Sosiologi Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Universitas Muhammadiyah.
Surabaya. Vol. 10 No. 2 (2017), him. 52.
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sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu

kesatuan. %

3. Jenis dan Sumber Data Hukum
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber

bahan hukum tersier.

a.  Bahan Hukum Primer
Hukum primer ini yang bersifat mengikat. Dalam hal penelitian ini

berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terbaru sebagai

berikut:

1)  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2)  Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

3)  Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022; Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

4)  HIR.

b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan penunjang menjelaskan dan

menjabarkan lebih lanjut yang berupa pendapat ahli, buku-buku, jurnal,skripsi,

tesis serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2! Fithariatus Shalihah, Sosiologi Hukum, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, him. 44.
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c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan
petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain KBBI, Kamus

Hukum, dan internet.??

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Adapun teknik dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu:
a.  Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik yang mempelajari secara intensif
tentang keadaan tempat penelitian tersebut, latar belakang keadaan sekarang,
dan interaksi sosial, masyarakat, Lembaga. Tujuan penelitian lapangan tersebut
untuk mengumpulkan data primer secara langsung yang ditentukan secara
khusus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Ruang Keperdataan dengan
teknik mengikuti rapat secara langsung atas permasalahan ini dan juga
melakukan wawancara dengan mendasar hingga memperoleh data yang
relevan.

b.  Penelitian Pengambilan Sampel

22 M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
him. 96
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Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara accidental
sampling yaitu penarikan sampel dengan mengambil kasus secara langsung
yang tersedia di suatu tempat dengan konteks penelitian.”® Sampel dalam
penelitian ini diambil di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam rapat bersama
pegawai Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pihak pos terkait pelaksanaan

pemanggilan para pihak.

c.  Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini memiliki tujuan mempersatukan data sekunder yang didapat
dari berbagai bahan hukum dengan sifat teoritas contohnya internet, buku,
artikel, dan jurnal.
d.  Penelitian Observasi

Penelitian observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan
atau perilaku objek sasaran.
5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas

1A.

2 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, him. 16.
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6.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu Teknik
deskriptif serta menggunakan metode kualitatif. Bersamaan dengan
pengumpulan data, tindakan analisis data juga dilakukan. Hal ini
mempermudah penulis dalam menemukan kelemahan di penelitian ini serta
mendapatkan hipotesis sementara dari fakta hukum saat ini serta memeriksanya
dengan menyeluruh, dalam mengkaji penelitian ini di awali dengan penulisan
primer yang diperoleh secara sistematis, mulai dari mengikuti rapat secara
langsung penelitian ini, melalui wawancara secara langsung serta observasi,
lalu akan diteliti bersamaan dengan data sekunder berwujud literatur dari mulai
peraturan perundang-undangan, buku, hingga jurnal serta artikel.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan menggunakan metode penalaran
yang induktif. Menggunakan prosedur induktif berdasarkan bukti — bukti
khusus/spesifik sebagai landasan utama dalam penarikan kesimpulan pada
penelitian ini.®* Tujuan dari penarikan kesimpulan memberikan informasi
tentang penelitian ini dan juga untukmengetahui tentang hasil akhir dari
penelitian yang dilakukan. Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian

penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian.

2 Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014, him. 166.
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Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari
makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dlam penelitian yang telah

dilakukan.
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